
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasa! 8

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang

Penetapan Undang-Undang Darurat NO.4 Tahun 1956

(Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-

Undang Darurat NO.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No.

6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat. II termasuk

Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Suni.atera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Sadan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diu bah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5746);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Namor 12 Tahun 2017 ten tang

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Namor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6177);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten, dan Kota, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 62);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;

33. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 165 Tahun 2018);
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34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129

Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

BeIanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

37. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun

2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana KeIurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara

Penyaluaran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun

Anggaran 20 19;
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI'

22 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2007 NomoI' 22);

42. PeI'atuI'an Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 4

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2012-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2012 NomoI' 94) ;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2016 NomoI' 9);

44. PeI'atuI'an Daerah Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 9

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 NomoI' 9).

45. PeI'atuI'an Bupati Musi Banyuasin NomoI' 118 Tahun

2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 NomoI' 118);

46. Peraturan Bupati Musi Banyuasin NomoI' 21 Tahun

2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi

Banyuasin NomoI' 118 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2019 NomoI' 21);

47. PeI'atuI'an Bupati Musi Banyuasin NomoI' 34 Tahun

2019 ten tang Perubahan Kedua atas PeI'atuI'an Bupati

Musi Banyuasin NomoI' 118 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2019 NomoI' 34).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPENJABARANPERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN
ANGGARAN2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula

berjumlah Rp. 2.890.854.156.502,00 bertambah sejumlah

Rp. 1.297.785.593.488,72 sehingga menjadi Rp. 4.188.639.749.990,72 dengan
perincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.2.690.889.261.502,00

b. Bertambah Ro. 997.585.293.046,24

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.688.474.554.548,24

(2) Belanja Daerah

a. Semula Rp.2.732.794.606.561,00

b. Bertambah Ro. 1.280.285.593.488,72

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Ro. 4.013.080.200.049,72

(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 324.605.645.501,48)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan

I. Semula Rp. 199.964.895.000,00

2. Bertambah Ro 300.200.300.442,48

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 500.165.195.442,48

b. Pengeluaran

I. Semula Rp. 158,059,549.941,00

2. Bertambah Ro 17.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Ro. 175.559.549.941,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah
perubahan Rp. 324.605.645.501,48
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,00
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Pasal2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasa! 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan clalam peraturan Inl

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

Perangkat Daerah sesuai clengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan eli Sekayu
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,

.-
<e,-_

\~
H. DOD! REZA ALEX NOERD!N

Diunelangkan eli Sekayu
pad a tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT~r MUSl BANYUASIN,

If
BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2019 NOMOR 75
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